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ABSTRAK 

 
Penelitian ini menganalisa tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pertambangan minyak ilegal di 

Kabupaten Musi Banyuasin. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 

pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum serta faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan terjadi pertambangan minyak ilegal diKabupaten Musi Banyuasin. Penelitian 

ini merupakan penelitian hukum empiris ditinjau dari teori kewenangan dan penegakan 

hukum. Sumber datanya adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

narasumber dan responden dengan wawancara langsung di Kantor Pemerintah Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin dan tempat pertambangan minyak ilegal. Data sekunder terdiri 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisa menggunakan metode 

kualitatif yang berupa data deskriptif bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang 

diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan 

hukum terhadap pertambangan minyak ilegal diKabupaten Musi Banyuasin bukan 

merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 Ayat (1) dan (3) yang berkaitan dengan 

pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya pertambangan ilegal adalah pertama, faktor luas wilayah. 

kedua, faktor ekonomi. ketiga, faktor kesadaran hukum masyarakat. keempat, faktor 

kurangnya personil. Kelima, faktor aparat penegak hukum. 

 

 

 

 

 
Kata Kunci : kewenangan, Pemerintah Daerah, Pertambangan Minyak Ilegal. 
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ABSTRACT 
 

 

This research analyzes the authority possessed by the regional government in 

implementing supervision and law enforcement against illegal oil mining in Musi 

Banyuasin Regency. This thesis aims to find out and examine the implementation of 

supervision and law enforcement as well as the factors that cause illegal oil mining to 

occur in Musi Banyuasin Regency. This research is empirical legal research in terms of 

the theory of authority and law enforcement. The data source is primary data, namely 

data obtained directly from sources and respondents by direct interviews at the Musi 

Banyuasin Regency Regional Government Office and illegal oil mining sites. Secondary 

data consists of primary legal materials and secondary legal materials, analyzed using 

qualitative methods in the form of written or spoken language descriptive data from the 

people and perpetrators observed. The results of the research show that the 

implementation of supervision and law enforcement against illegal oil mining in Musi 

Banyuasin Regency is not within the authority of the regional government based on Law 

Number 23 of 2014 concerning Regional Government Article 14 Paragraph (1) and (3) 

relating to the management of oil and natural gas falls under the authority of the central 

government. The factors that cause illegal mining to occur are first, the area area factor. 

second, economic factors. third, the factor of public legal awareness. fourth, the lack of 

personnel factor. Fifth, the factor of law enforcement officers. 
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